
S A L I N A N  

  

 

 

BUPATI SORONG 

PROVINSI PAPUA BARAT 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG 

NOMOR  2 TAHUN 2022 

 

T E NT A NG  

 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SORONG, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 ayat (4) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Keputusan 

Gubernur Papua Barat Nomor 903.01/11/2022 tentang Hasil 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2021 dan 

Rancangan Peraturan Bupati Sorong tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2021, perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Sorong Tahun Anggaran 2021;   
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan 

Propinsi Derah Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten 

Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2907); 

  3.  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 

Khusus bagi Provinsi  Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 

Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi 

Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021   

Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6697); 



4.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004         

Nomor 66,Tambahan Lembaga Negara  Republik Indonesia  

Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor104,Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia         

Nomor 6573); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601);  
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan 

Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4709); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 



2010 Nomor 110, Tambhan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5155);  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerinntahan (Lembaran Negara Republik 

Indoonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonnesia Nomor 5165);   
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif  Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6057); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6178); 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6279); 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri    

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019      

Nomor 157); 
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 4 Tahun 2020 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2020 Nomor 4); 

  

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN SORONG 

dan 
BUPATI SORONG 

 
M E M U T U S K A N : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2021. 



 
Pasal 1 

 
(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) berupa Laporan Keuangan memuat : 
a. Laporan Realisasi Anggaran; 

b. Neraca; 
c. Laporan Arus Kas; 
d. Laporan Operasional; 

e. Laporan Perubahan Ekuitas; 
f. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; dan 

g. Catatan atas Laporan Keuangan. 
 

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan 
laporan kinerja. 

 

Pasal 2 
 

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a  Tahun 

Anggaran 2021 sebagai berikut : 
 

a. Pendapatan   Rp1.411.552.424.188,91 
b. Belanja    Rp1.414.211.555.787,27 

Defisit   Rp  (2.659.131.598,36) 
c. Pembiayaan : 

- Penerimaan  Rp  315.773.282.114,31 

- Pengeluaran Rp    83.551.828.648,00 
Pembiayaan Netto       Rp232.221.453.466,31 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)                    Rp229.562.321.867,95 
 

Pasal 3 
 
Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai 

berikut : 
 

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp94.950.369.588,91 

dengan rincian sebagai berikut : 
a. Anggaran pendapatan setelah perubahan  Rp1.316.602.054.600,00 

b. Realisasi   Rp1.411.552.424.188,91 
 Selisih Lebih Rp     94.950.369.588,91 
  

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp   136.619.219.712,73 

dengan rincian sebagai berikut : 

a. Anggaran belanja setelah perubahan  Rp1.550.830.775.500,00 
b. Realisasi     Rp1.414.211.555.787,27 

   Selisih Kurang   Rp   136.619.219.712,73 
 

(3) Selisih anggaran dengan realisasisurplus/deficit sejumlah Rp231.569.589.301,64 

(4) dengan riancian sebagai berikut :  
a. Surplus/defisit setelah perubahan   Rp(232.228.720.900,00)  

b. Realisasi        Rp   (2.659.131.598,36) 
   Selisih Lebih Rp 231.569.589.301,64 

 
(5) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah 

Rp.2.015.380.401,69 

dengan rincian sebagai berikut : 
a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp317.788.662.516,00 

b. Realisasi         Rp315.773.282.114,31 
   Selisih Lebih  Rp    2.015.380.401,69 

 



(6) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah 
Rp8.112.968,00 dengan rincian sebagi berikut : 

a. Pengeluran pembiayaan setelah perubahan  Rp83.559.941.616,00   
b. Realisasi         Rp83.551.828.648,00 

   Selisih Kurang  Rp         8.112.968,00 
 

(7) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah  
Rp 2.007.267.433,69 dengan rincian sebagai berikut : 
a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp234.228.720.900,00 

b. Realisasi  Rp232.221.453.466,31 
                                Selisih Lebih          Rp    2.007.267.433,69 

 
Pasal 4 

 
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2021 
adalah sebagai berikut : 

a. Jumlah Aset        Rp 4.554.680.663.872,45 
b. Jumlah Kewajiban      Rp   158.309.220.863.,00 

c. Jumlah Ekuitas Dana Rp  4.554.680.663.872,45
  

Pasal 5 
 

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang 

berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut : 
 

Saldo Kas awal per 1 Januari 2021    Rp    317.883.099.912,01 

Arus Kas dari aktivitas operasi    Rp      39.438.412.413,64 
Arus kas dari Aktivasi Investasi Non Keuangan      Rp     (42.097.544.012,00) 
Arus kas aktivitas pembiayaan    Rp     (83.551.828.648,00) 

Arus kas bersih dari Aktivitas Non Anggaran  Rp               2.094.096,00 
Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2021   Rp     229.658.853.359,95 

 
Pasal 6 

 
Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g             
di Tahun Anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun 

kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan. 
 

Pasal 7 
 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 
 

a. Lampiran I   : Laporan Realisasi Anggaran; 

Lampiran I.1   : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan 
pemerintahan daerah organisasi 

Lampiran I.2   : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan 

pemerintahan daerah, organisasi pendapatan, belanja dan 
pembiayaan 

Lampiran I.3   : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut 
urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan 

kegiatan 
Lampiran I.4   : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk 

keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah 

dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara 
b. Lampiran II   : Neraca  

c. Lampiran III   : Laporan Arus Kas 
d. Lampiran IV   :  Catatan atas Laporan Keuangan 

 
 



Pasal 8 
 

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) 
dilampirkan Laporan Kinerja. 

Pasal 9 
 

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 diatur 
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

 

Pasal 10 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sorong. 
 

Ditetapkan di Aimas 

pada tanggal  26 Juli  2022 
 

BUPATI SORONG, 

   ttd 
JOHNY KAMURU 

 

 
Diundangkan di Aimas 

pada tanggal  26 Juli  2022 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG, 
 

ttd 

CLIFF A.  JAPSENANG 
 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2022 NOMOR  2 

 
 

Salinan sesuai aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN SORONG, 

 
 

 
DEMIANUS ARU, SH, M.Si 

PEMBINA (IV/a) 
NIP. 19781122 200312 1 007 

 

 

 
 
 

 
NOMOR REGISTRASI  PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG, PROVINSI 

PAPUA BARAT      ( 2 / 20 / 2022) 
 

 

 


